
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Be bas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elekronik; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan W alikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 
Tahun 2019 ten tang Standar Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan W alikota Nomor 2 
Tahun 2019 ten tang Standar Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan 
perubahan; 

WALIKOTA TARAKAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 
TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

TENTANG 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN 

PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

WALIKOTA TARAKAN 



Ketentuan dalarn Larnpiran Peraturan Walikota Nornor 2 
Tahun 2019 ten tang Standar Pelayanan Perizinan dan 
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pin tu (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 
Nornor 230) diubah sebagairnana tercantum dalarn lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan W alikota ini. 

Pasal I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014 tentang 
Adrninistrasi Pernerintahan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik; 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik; 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 ten tang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

12. Peraturan Presiden Nornor 91 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedornan Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Adrninistrasi Pemerintahan; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nornor 15 Tahun 2014 ten tang 
Pedoman Standar Pelayanan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 



BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 239 

Diundangkan di Tarakan 
pada tanggal 2 April 2019 

Pj. EKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

Peraturan W alikota 1n1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota nu dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan. 

Pasal II 

Ditetapkan di Tarakan 
pada tanggal 2 April 2019 
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